
BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 10.1 TAHUN 2018013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya akses dan mutu

pelayanan kesehatan sesuai sasaran dan prioritas

pembangunan daerah bidang kesehatan, diperlukan

pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1475);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016

Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten

Sleman Tahun 2016 Nomor 56);

9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

2. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi yang digunakan untuk

menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam

pencapaian suatu SPM.

3. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan

mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial,

ekonomi dan pemerintahan.

4. Jenis Pelayanan adalah setiap bentuk pelayanan publik yang mutlak

dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam

kehidupan.

5. Indikator Pelayanan adalah ukuran yang menggambarkan pencapaian

sasaran dari Jenis Pelayanan.

6. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat

dicapai.

7. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur

pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Sleman.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Sleman.

10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

13. Bupati adalah Bupati Sleman.
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14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.

15. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kesehatan.

16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

sesuai dengan kewenangannya.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam

penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh setiap warga

secara minimal.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan

sesuai SPM Bidang Kesehatan.

(2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. SPM Wajib; dan

b. SPM Pengembangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut SPM Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut SPM Pengembangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)  huruf b diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman

Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan

Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2013 Nomor 22 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 10.1


